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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Di dalam setiap masyarakat pasti terdapat hukum yang berlaku untuk 

mengatur dan menjaga ketertiban hidup semua anggota masyarakat yang tinggal di 

dalamnya. Keberadaan hukum itu dapat dijumpai baik dalam suatu masyarakat 

modern maupun masyarakat tradisional. Masyarkat tradisional memiliki sistem 

hukumnya sendiri yang berguna untuk menjaga ketertiban hidup seluruh anggota 

masyarakatnya. Di dalam lingkungan masyarakat yang tradisional inilah ditemukan 

hukum adat. Hukum adat yang terdapat di dalam suatu masyarakat diadakan 

berdasarkan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dihayati oleh seluruh anggota 

masyarkat bersangkutan. Dengan demikian, keberadaan hukum itu membantu 

masyarakat untuk dapat menghayati secara bersama-sama nilai-nilai budaya 

mereka.  

Keberadaan hukum itu tidak serta merta membuat masyarakat secara 

otomatis menaati hukum tersebut. Selalu ada kemungkinan pelanggaran yang 

dilakukan oleh anggota masyarakatnya. Karena itu biasanya pelanggaran atas suatu 

hukum memiliki konsekuensi hukum atau sanksi bagi pelaku yang melanggar 

aturan itu. Adanya sanksi, meskipun tidak menghilangakan kemungkinan adanya 

pelanggaran, tetap menjadi cara yang efektif untuk mengurangi berbagai bentuk 

pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat.  

La’a Sala merupakan salah satu hukum yang terdapat di kampung 

Watumanu. Hukum ini merupakan warisan yang secara turun-temurun diterima dan 

dihayati dalam kehidupan bersama masyarakat kampung Watumanu. Hukum adat 

La’a Sala ini diberlakukan di kampung Watumanu dengan tujuan untuk 

menghindarkan anggota masyarakatnya untuk tidak melakukan perkawinan dengan 

orang-orang yang masih memiliki hubungan darah. Dasar dari adanya hukum ini 

adalah pandangan tentang luhurnya hidup suatu perkawinan dalam kebudayaan, 

pandangan tradisional tentang moral, dan pandangan akan adanya akibat yang harus 

diterima oleh anggota masyarakat jika ada orang yang melakukan pelanggaran. 
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Bagi masyarakat kampung Watumanu, hukum ini sangat diperlukan untuk menjaga 

tatanan hidup masyarakat. Tanpa adanya hukum ini orang akan dengan mudah 

mengabaikan nilai moral yang menjadi pegangan dalam kehidupan bersama. Tanpa 

adanya hukum ini, maka stabilitas masyarakat tidak akan bisa terjaga.  

Selain masyarakat tradisional, Gereja juga adalah suatu lembaga yang juga 

membutuhkan adanya hukum untuk mengatur tatanan hidup bersama. Gereja itu 

sendiri adalah persekutuan umat beriman yang percaya kepada Kristus. Sebagai 

sebuat persekutuan umat manusia, Gereja membutuhkan hukum yang dapat 

mengatur hidup bersama anggota Gereja baik umat maupun para pemimpinnya. 

Gereja Katolik memiliki Kitab Hukum Kanonik, yang merupakan aturan penuntun 

hidup bersama yang diberlakukan bagi semua anggota Gereja di seluruh dunia. 

Hukum Gereja ini amat perlu menjadi penuntun yang mengarahkan semua anggota 

Gereja pada cita-cita hidup menggereja.  

Sebagaimana dalam pandangan kebudayaan, Gereja memiliki pandangan 

akan keluhuran hidup perkawinan. Karena itu, Gereja memiliki seperangkat aturan 

yang bertujuan untuk mengarahkan anggota Gereja dapat menghayati perkawinan 

itu dengan baik. Dalam kebudayaan masyarakat kampung Watumanu terdapat 

hukum adat La’a Sala yang berisikan larangan perkawinan bagi orang-orang yang 

memiliki hubungan darah. Hukum Gereja juga memiliki aturan yang melarang 

orang-orang yang memiliki hubungan darah dapat melaksanakan perkawinannya 

secara Katolik. Hukum itu tertuang dalam KHK nomor 1091. Dalam kanon ini, 

secara jelas dan tegas Gereja berusaha menghindarkan kemungkinan terjadinya 

perkawinan sedarah.  

Meskipun memiliki pandangan yang sama, terdapat pula beberapa 

pandangan yang berbeda. Persamaan dan perbedaan pandangan antra hukum Gereja 

dan Hukum adat itu telah dibahas dalam bab sebelumnya. Bagi masyarkat kampung 

Watumanu yang juga merupakan bagian dari umat Gereja Katolik, kedua hukum 

ini sama diberlakukan bagi mereka. Adanya kesamaan dari kedua hukum ini tentu 

membuat hukum ini dapat dengan mudah diberlakukan di dalam konteks 

masyarakat kampung Watumanu. Namun, adanya perbedaan dapat menimbulkan 
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adanya ketegangan sehingga perlu untuk diadakan dialog antara Lembaga Gereja 

dan Lembaga Adat. 

Studi tentang hukum adat dan hukum Gereja ini tidak bertujuan untuk 

menemukan hukum manakah yang lebih superior, hukum mana yang lebih baik, 

hukum mana yang lebih tepat diaplikasikan kepada masyarakat dan sekaligus umat 

Allah. Tidak ada hukum yang lebih superior dari yang lain, sebab baik hukum 

Gereja maupun hukum adat sama-sama memiliki kekuatan yang mengikat seluruh 

anggotanya. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada yang lain, sebab pada 

dasarnya hukum-hukum itu memiliki tujuan yang sama yakni mewujudkan 

ketertiban dalam kehidupan seluruh anggotanya sebagai sebuah persekutuan. 

Hukum Gereja berusaha untuk mewujudkan ketertiban hidup seluruh anggota 

Gereja, sedangkan hukum adat bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam 

kehidupan bersama seluruh anggota masyarakat bersangkutan. Hukum itu dibuat 

berdasarkan kebutuhan setiap anggota masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan 

yang dicita-citakan bersama. Karena itu kedua hukum itu sangat baik dan tepat 

untuk diberlakukan bagi setiap anggotanya. 

Melalui penelitian hukum adat dan hukum Gereja, penulis menemukan 

adanya persamaan dan perbedaan antara kedua hukum ini. Kenyataan bahwa 

terdapat perbedaan antara kedua hukum ini merupakan suatu yang tidak 

terhindarkan. Hukum adat lahir dan muncul dalam konteks yang berbeda. Namun, 

ada nilai-nilai luhur yang ingin diusahakan bersama. 

Melalui penelitian hukum adat dan hukum Gereja, penulis juga menyadari 

pentingnya suatu dialog antara Gereja dengan kebudayaan-kebudayaan masyarakat. 

Dialog dengan kebudayan-kebudayaan adalah suatu model evangelisasi baru dan 

merupakan semangat yang terus-menerus digaungkan oleh Gereja Katolik sejak 

Konsili Vatikan II. Dengan adanya dialog, Gereja dapat menemukan nilai-nilai dan 

pandangan yang sama dalam setiap kebudayaan. Dengan dialog, Gereja dapat 

menemukan pula perbedaan-perbedaan yang harus terus direfleksikan dalam terang 

iman Katolik. Dialog bersama itu tidak hanya terbatas pada ajaran teologi dengan 

pandangan kebudayaan, tetapi juga dialog pada tataran hukum yakni hukum adat 

dan hukum Gereja. 
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5.2 Saran 

Setelah menulis tentang Hukum adat dan hukum Gereja melalui tesis ini, 

penulis memiliki dua saran utama yang bisa diajukan bagi para pembaca. Pertama, 

Hukum adat La’a Sala yang dibahas di dalam tesis ini adalah hukum adat yang 

berasal dari kebudayaan masyarakat kampung Watumanu. Penulis menyadari 

bahwa pada kebudayaan masyarakat lain, terdapat juga pandangannya masing-

masing tentang hukum adat La’a Sala. Karena itu, penulis menyarankan agar para 

pembaca tulisan ini juga melakukan studi perbandingan hukum adat dan hukum 

gereja tentang La’a Sala di beberapa kebudayaan lain. Salah satunya adalah 

kebudayaan masyarakat Ngada yang mengenal adanya kasta atau kelas sosial di 

dalam masyarakat. Pandangan kebudayaan ini tentang La’a Sala tentunya berbeda 

dengan pandangan yang secara luas dibahas dalam tesis ini karena hanya terbatas 

pada pandangan masyarakat kampung Watumanu. Adalah hal yang baik jika dibuat 

suatu studi lebih lanjut tentang hukum adat La’a Sala di wilayah Ngada dan 

melihatnya dalam terang hukum Gereja. Ini akan menjadi suatu sumbangan 

pemikiran yang baik bagi dialog antara Gereja dengan kebudayaan lokal. 

Kedua, Di dalam Hukum Gereja, terdapat juga halangan-halangan 

perkawinan lain selain halangan perkawinan karena hubungan darah. Gereja 

Katolik menetapkan halangan-halangan itu sebagai suatu standar yang harus 

dipenuhi agar setiap orang dapat melangsungkan perkawinan yang sah secara 

Katolik. Tidak menutup kemungkinan bahwa setiap kebudayaan memiliki syarat-

syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat melangsungkan perkawinan adat. 

Dapat juga terjadi bahwa dalam kebudayaan-kebudayaan tertentu terdapat 

halangan-halangan yang membuat seseorang tidak dapat melangsungkan 

perkawinan adat. Halangan-halangan itu tentunya dapat menjadi suatu topik yang 

menarik untuk ditelusuri dalam terang hukum Gereja Katolik. Hasil studi yang 

demikian tentunya dapat menjadi sumbangan yang amat penting dalam 

merefleksikan dinamika hidup menggereja dan kehidupan berbudaya khususnya di 

wilayah NTT yang merupakan anggota Gereja Katolik sekaligus juga memiliki 

kebudayaan tradisional. Gereja Katolik sangat terbuka pada setiap pemikiran lain.  
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LAMPIRAN 

 

PERTANYAAN WAWANCARA BAB II 

PERTANYAAN TERSTRUKTUR 

1. Apa arti nama kampung Watumanu? 

2. Bagaimana sejarah kampung Watumanu? 

3. Unsur-unsur kebudayaan di kampung Watumanu: 

 Bahasa 

 Bahasa apa yang digunakan oleh masyarakat dalam percakapan 

sehari-hari? 

 Sistem kemasyarakatan 

 Bagaimana sistem kemasyarakatan/ organisasi social yang ada di 

kampung Watumanu? 

 Apa peran dari pemimpin suku di kampung Watumanu? 

 Apa peran dari masing-masing elemen masyarakat itu? 

 Sistem mata pencaharian? 

 Apa mata pencaharian utama masyarakat kampung Watumanu? 

 Sistem kepercayaan 

 Bagaimana masyarakat kampung Watumanu menyebut wujud 

tertinggi? 

 Sistem kesenian 

 Kesenian tradisional apa yang ada di dalam masyarakat kampung 

Watumanu? 

(seni rupa, seni tari) 

 

4. Hukum Adat di Kampung Watumanu 

 Mengapa harus ada hukum adat di kampung Watumanu? 

 Siapakah yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum 

adat? 

 Pelanggaran apa saja yang memiliki konsekuensi hukum? 

 Apa yang terjadi kalau tidak ada hukum adat yang mengatur kehidupan 

masyarakat? 
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5. Hukum Adat La’a Sala di Kampung Watumanu 

 Apa arti dari La’a Sala? 

 Apa saja simbol-simbol yang digunakan di dalam upacara? 

 Apa arti dari simbol-simbol itu? 

 

6. Tahap-Tahap Pelaksanaan Hukum Adat La’a Sala 

 Babho (Perkara) 

 Apa itu Babho (perkara) dalam pandangan masyarakat kampung 

Watumanu? 

 Pelanggaran apa saja yang harus melewati proses Babho? 

 Jika terbukti melakukan pelanggaran La’a Sala, tindakan apa yang 

selanjutnya akan dilaksanakan? 

 Bagaimana jika kesalahan yang dituduhkan tidak terbukti? 

 Tata Upacara Pengusiran 

 Bagaimana proses pengusiran pelaku La’a Sala? 

 Siapa yang bertugas dan terlibat menjalankan proses upacara La’a Sala? 

 Lamanya Masa ‘Pembuangan’ 

 Berapa lama waktu para pelaku berada di luar kampung? 

 Apa aturan yang mengikat para pelaku selama berada di luar kampung? 

 Apa syarat yang harus dipenuhi sebelum para pelaku kembali ke 

kampung? 

 Bagaimana tata upacara penerimaan kembali para pelaku ke dalam 

kampung? 

7. Dampak Sosial Pelanggaran La’a Sala 

 Apa dampak sosial yang ditimbulkan Ketika terjadi pelanggaran La’a 

Sala? 

 Apa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya 

pelanggaran La’a Sala? 

8. Apa makna perkawinan bagi masyarakat kampung Watumanu? 

9. Bagaimana pandangan masyarakat kampung Watumanu tentang hubungan 

seksual? 
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10. Hukuman apa saja yang diberikan kepada orang yang melanggar hukukum 

perkawinan? 

 

PERTANYAAN WAWANCARA BAB IV 

PERTANYAAN TERSTRUKTUR 

1. Dari manakah hukum adat itu berasal?  

2. Apa saja halangan pernikahan secara adat di dalam masyarakat kampung 

Watumanu? 

3. Apakah La’a Sala hanya menyangkut anak yang dilahirkan dari perkawinan 

yang sah menurut adat istiadat atau juga mencakup mereka yang lahir dari 

perkawinan tidak sah (consanguinitas illegitima/naturalis)? 

4. Apakah La’a Sala hanya menyangkut orang-orang yang mempunyai orangtua 

yang sama atau mencakup juga mereka yang mempunyai ayah atau ibu yang 

sama (hanya salah satu dari orangtuanya yang sama: sama ayah beda ibu; atau 

sama ibu beda ayah/ Consangunitas imperfecta)? 

5. Sampai pada tingkat ke berapakah suatu hubungan disebut La’a Sala? 

6. Apa tanggapan masyarakat tentang hukum Kanon 1091? 

7. Apakah di dalam Hukum adat La’a Sala ada kemungkinan seorang laki-laki 

yang memiliki hubungan darah itu mendapatkan dispensasi/kelonggaran 

hukum? 

8. Jika ada kemungkinan dispensasi, pada tingkat manakah orang berhak 

mendapatkan dispensasi itu? 

9. Apa tanggapan masyarakat kampung Watumanu jika pihak Gereja yang 

mengizinkan perkawinan Katolik pada garis keturunan menyamping tingkat 

ketiga dan keempat? 

 

PERTANYAAN TIDAK TERSTRUKTUR 

1. Dari manakah asal leluhur masyarakat kampung Watumanu? 

2. Apa yang menyebabkan perpindahan lokasi kampung ke banyak wilayah? 
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3. Mengapa Suku Kaki Raja Bodo mau memberikan tanah mereka kepada 

masyarakat kampung Watumanu? 

4. Apa itu peo? 

5. Bagaimana proses pembuatan peo? 

6. Apa arti dan makna peo bagi masyarakat kampung Watumanu? 

7. Siapakah yang berhak menjadi anggota Lembaga Pemangku Adat (LPA)? 

8. Bagaimana sistem pergantian kepemimpinan suku? 

9. Apa saja nama rumah adat (sa’o ngaza) di kampung Watumanu? 

10. Apa saja tugas dari LPA? 

11. Apakah ada pengaruh Bahasa Nagekeo di dalam Bahasa masyarakat 

Watumanu? 

12. Apa saja ritus budaya yang berkaitan langsung dengan matapencaharian 

masyarakat? 

13. Di tempat seperti apakah Nitu tinggal? 

14. Apa saja jenis hukum adat yang terdapat di kampung Watumanu? 

15. Apakah semua hukum itu memiliki konsekuensi hukum (sanksi)? 

16. Apa itu hukum laga ngi’i bhara? 

17. Apa itu hukum kadhi ine laga ame? 

18. Apa itu hukum pela? 

19. Apa itu hukum la’a sala? 

20. Apa itu hukum waja ngeda? 

21. Apa itu hukum wela? 

22. Apa sanksi atas pelanggaran hukum-hukum itu? 

23. Apa manfaat dari hukum adat itu bagi masyarakat kampung Watumanu? 

24. Bagaimana proses atau tahap-tahap perkawinan ada di kampung Watumanu? 

25. Apa arti la’a tana ripe kedhi? 

26. Apa itu ritus memo zuza? 

27. Apa yang terjadi jika gadis yang dipinang belum melakukan ritus memo zuza? 

28. Ap itu kaju rau? 

29. Apa itu lata laghe? 

30. Apa saja yang wajib dibawa oleh pihak laki-laki dala upacara tu wua nio? 
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31. Apa saja yang wajib disiapkan oleh pihak perempuan pada saat upacara tu wua 

nio? 

32. Siapakah yang berhak menerima belis? 

33. Apakah masyarakat Watumanu mengenal adanya kasta atau kelas sosial? 

34. Apa itu ngale dan bagaimana contohnya? 

35. Apa itu keku dan bagaimana contohnya? 

36. Hubungan La’a Sala itu selalu dilakukan tanpa diketahui orang. Bagaimana 

cara masyarakat tahu bahwa ada orang yang melakukan pelanggaran? 

37. Siapa yang memimpin dan mengambil keputusan dalam perkara adat? 

38. Apa itu toa kaba manu? 

39. Apa itu waja? 

40. Apakah ada kemungkinan hukum itu diubah? 

41. Apakah ada mitos tertentu yang yang dibuat untuk menegaskan kekuatan 

hukum adat? 

42. Apakah hukum adat mengenal adanya dispensasi (kelonggaran hukum)? 

43. Jika pelanggaran La’a Sala menghasilkan keturunan, apakah mereka diberikan 

izin untuk menikah? 

 

 

 


